BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari ﬁnggm::m Pendapatan dan Belanja
MNegara sebapaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang [dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara,
bupati/walikota menetapkan nncian Dana Desa untuk

setiap Desa;

. bahwa berdasarkan  perlimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penelapan
Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentlang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumalera  Tengah
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1936
Nomor 25);
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. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Nepara Republik

Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indn-neaia Momor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tenlang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan  Belarmja Negara Tahun
Anpparan 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan [bukota Kabupaten Solok dari Wilavah Kola
Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor

4447},

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah ([Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2007 Momor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabhun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran MNegara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan L::mliaa_ran NNcg'ara Republik Indonesia
Momor 57 17);

Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dans Desa Yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Eedusa alas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa }ral:sg Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tabhun Angparan 2018 [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.O7 /2017
tentang Tata Cara Pengalekasian Dana Desa Setiap
Kabupaten,/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Senap Desa (Berila Negara Repubhk Indonesia Tahun
2017 Nomor 1834);

Peraturan Menteri Keuangan Nomar 226/PMK.07 /2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menumat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);



Menetapkan

1.
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- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PME.07/2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah ~ diubah  terkahir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017

tentang Perubshan 'Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/ PME.O7 /2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pemerintahan MNagari {(Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI

DI

HKABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

Daerah adalah Kabupaten Solok.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan  vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupal adalah Bupati Solok

Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut
dengan nama lain, selanjutnva disebut Desa adalah
kesatuan masvarakal hukum yang memiliki batas
wilavah vang berwenang untulk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempal
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berdasarkan prakarsa magyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradizional vang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indaonesia,

Dana [Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa atau :,'angit_lisl:bul dengan nama lain yvang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah kabupaten dan digunskan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, nelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasvarakatan, dan
pemberdayasan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima setiap Nagari secara merata yvang besarnyva
dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran
Dana [Desa yang dibagi denpan jumlah Nagari secara

Ma=ional.

. Alokasi Alirmasi adalah alokasi vang dibitung dengan

memperhatikan status Nagari tertinggal dan Nagari
sangat tertinggal, yang memiliki jumlsh penduduk
miskin tinggi,

Alokasi Formula adalah alni{aﬂi vang dihitung dengan
memperhatikan  jumlah  penduduk Nagari, angka
kemiskinan MNagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat

kesulitas gengrafis Nagari,

. Indeks Kesulitan Geogralis Napgan vang selanjutnya

disingkat [KG Nagar adalah angka vang mencerminkan
tingkat kesulitan grogralis suatu Nagari berdasarkan
variabel  ketersedisan  pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Fekening Kas Umum Daerah, vang selanjuinva disingkat
EEKUN adalah Rekening milik pemerintah daerah yang
menerima  Dana Desa  bersumber dari  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
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Eckening Kas Desa, vang selanjutnya disingkat RED
adalah Rekening Milik Nagar untuk menyimpan uang
pemerintahan nagari yang menampung seluruh nagari
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
pada Bank yvang ditetapkan.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu peranglkat
Nagan sebagal unsur penyelenggara  Pemerntahan
Nagari; :

Jumlah Nagari adalah jumllah Magari yang ditetaplkan
oleh Kementerian Dalam Negeri,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, vang
selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB 11
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagarj di Kabupaten Solok Tahun

Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan

berkeadilan herdasarkan:

=

b

.

Alakasi Dasar;
Alokasi Alirmasi; dan

Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sctiap Magari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per

Kabupaten dibagi jumlah WNagari sebapaimana telah

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107

Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nepara Tahun Anggaran 2018,
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Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Napari
Tertinggal dan MNagari Sangat Tertinggal vang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggl.

1 - ‘l - - -
Alokasi Afirmasi per Nagari dihitung dengan rumus

sebagai berikuf:

AA per Nagari = Alganikes [ {2 * DET) + (1 * DT}
Keterangan:

AA per Nagari = Alokasi Afirmasi per Nagari.

Al = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam

Lampiran Perpres mengenai Rincian
AFBN TA 2018.

DST = Jumlah Magari Sangat Tertinggal
vang memiliki jumlah  penduduk

miskin tinggi.

DT = Jumlah Nagari Tertinggal vyang
memilikl jumlah penduduk miskin
tinggl.

Besaran Alokast Alirmasi untuk Nagan Tertinggal yvang
mermniliki  jumlah penduduk miskin  tingg:  dihitung

scbesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Nagari.

Besaran Alokasi  Alirmasi  untuk Nagari  Sangat
Tertinggal vang memilika jurmlah penduduk miskin tinggi
dihitung sebesar 2 (dua) kah Alokasl Afirmasi per
Nagari.

Magari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal dengan
Jumlah  Penduduk  Miskin  Tinggl  adalalh  Nagari
Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang ditetapkan

oleh Kementenan Keuangan,



Pasal 5

Alokasi Formula sebagmimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢, dihitung berdasarkan data jumlah pendudulk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan mndeks kesulitan
geografls vang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau  lembaga _\.féfng; menyelenggarakan  urusan

pemerintahan di bidang statistik.

Pazal &

Penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

AF Dess = {(0,10 * Z1) + (0,50 = Z2) '+ (0,15 * Z3) + [D,25 * Z4)j * AF

Kab

Keterangan:

AT Desa = Alokasi Formula seliap Nagar.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari
terhadap total penduduk Nagari
Kabuparen.

Z32 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Magari terhadap total penduduk miskin
Magari Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap
total luas wilayah Nagar Kabupaten.

Z4 = rasio [KG setiap nagan terhadap [KG
Magari Kabupalen.

AF Kab = Alokasi Formula Eabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan peopralis Nagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diambil berdasarkan data dari kementerian
yvang berwenang dan/atau lembipa yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang statistik.



Pasal 8
Penetapan HRincian Dana Desa untuk sctiap Desa di
Kabupaten Sclok Tabhun Anggaran 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupaksn bagian yang

tidak terpisahksan dan Peraturan Bupall inmi.
1

BARB 11
PENYALURAN DANA DESA

Pasal O

(1) Penyaluran Dana Diesa dilakukan melalui
pemindahbukuan dan REKUN ke REUD unluk
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dan EEUD ke
RKD.

(2] Penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuang

sebagai berikut !

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar 200 [dua puluh

persen);

b.tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat

puluh persen); dan

c. tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat
puluh persen).
{3} Pemindahbulkuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling

lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di

RKUD setelah persyvaratan penvaluran telah dipenuhi.

{4) Penvaluran Dana Desa dafi RKUD ke RKD tahap I
dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Nagari

mengenal APBNagari dari Wali1 Nagari.



[3) Penyaluran Dana Desa dari REUD ke REKD tahap II
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capalan owlpul Dana Desa tahun
angearan sebelumnya darn Wal Nagan.

(&) Penvaluran Dana D‘:'F'E" dari RKUD ke RED tahap III
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyverapan dan capaian outpuf Dana Desa tahap 1l dari
Wali Nagari.

(7} Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampal dengan tahap Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (B), menunjukkan rata-rata  realisasi
penyverapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan rata-rata capalan outputf menunjukkan
paling kurang sebesar 50% {lima puluh perseni.

(8] Capaian ouiput sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (6} dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian output dari seluruah Kegiatan.

(9] Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (4] hurul b dan
ayal {3) dilakukan sesual dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume
oulpul, cara pengadasn, dan capalan outpul.

{10} Dalam hal tabel referens: data sebapsimana dimnaksud
pada ayat (8] belum memenuhl kebutubhan mput dats,
Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan vang diterbitkan oleh

kementernian /lembaga Llerkail.




BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1} Dana Desa diprionlaskan unluk membiayai
pembangunan dan Iip:.:!'l]]'.]t-‘l‘k’.i.’:L_‘,-‘ELHIl masvarakal vang
mengacu pada prioritas yang ditetapkan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,

(2] Dana Desa dapat digunakan untuk membiayal kegiatan
yvang tidak fermasuk dalam priontas penggunasn Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} setelah
mendapat perserujuan Bupati.

{3) Persetujuan Bupali sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan pada saal evaluasi rancangan Peraturan

Nagari mengenat APBNagan oleh Camalt.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibayai dan Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh

Bupati mengenai kegiatan yang dibiayail dan Dana Desa.

[2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayval dan Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Nagan selermpal.

Paszal 12

i1] Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan [Dana
Desa.

(2] Pemerintah dasrah dapat melakukan pendampngan atas
pengganaan Dana Desa.

{3} Pendampingan yang dilakukan Pemerintah Daerah dapal
berupa pemberian pelatihan, sosialisasi dan pembinaan

pengelolaan Dana Desa.



BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Wah Nagari menyvampaikan laporan realisasi penyerapan
dan capaian ocutput Dgna Desa setiap tahap penyaluran
xepada Bupati. -

[2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lerdiri atas:
a.laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b.laporan realisasi penverapan dan capaian output
Dana Desa tahap 1.

(2] Laparan realisasi penyerapan dan capaian cutput Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Februar tahun anggaran berjalan,

{4} Laporan realisasi penyerapan <an capaian output Dana
Desa tahap I scbagaimana dimaksud pada aval (2) hurul
b disampaikan paling lambat langgal 7 Juni tahun
anggaran berjalan.

(3) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian oulput kepada
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data

pada aplikasi software.



BAR V]
SANKSI

FPasal 14
(1} Bupali menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

i
a. Bupati belum ménerima  dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal @ aval [4), ayal (3} dan ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebhelumnva lebih dari 30% (tiga puluh persen):

cdan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat

pengawas fungsional daerah.

(2] Penundaan  penyaluran Dana  Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] hurul b dilakukan lerhadap
penyaluran Dana Desa tahap [ tahun anggaran berjalan
sebesar Bisa Dana Desa di RKD  tashun anggaran

sebelumnva.

(3] Dalam hal Sisa Dana Desa di RED tahun anggaran
sebelamnyva lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap Il tidak dilakukan.

(4] Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan .Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnva masih lebih besar dari 30% (tiga
pulub persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
scbagaimana dimaksud pada avat [2) tdak dapat
dizsalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di REUD.

(5] Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
schagaimana dimaksud pada ayal (3) dan aval [4) kepada
Kepala KPPN seclaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana De=a,



(6} Dana Desa  yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada avat (4) tidak dapat dizalurkan kembali

pada tehun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
¢ disampaikan oleh aparal pengawas fungsional di
daerah dalam hal FE‘I}TJE.EJE.L-TJDLL'.HEZIL atau telah leradi
penyimpangan penyaluran dan/satau pengpunaan Dana

Desa,

(8] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avac {7)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan
[ana Desa scbelum batas waktu tahapan penyvahiran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pa=zal ElS

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal:
a.dokumen persyaratan penyaluran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayal (1) huruf a telah
diterima;

b.sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran schelumnya
kurang dari atau sama dengan 30% [liga puluh
persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1] hurul a
dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RED dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
schagaimana dimaksud pada avat (2) kepada Kepala
KPPN =selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa,



(4)Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya scbagaimana dimaksud pada ayvat (2)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBNagari tahun anggaran berikutnya.

{3) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan
APBD tahun angparan berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(B)Dalam  hal Nagari telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun
angearan berjalan, Bupati menvampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Paszal 16

(1) Bupat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundasn
penyaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 aval (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa
di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan  penyaluran Dana Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakuksan pada penyaluran
Diana Desa tabun anggaran berikutnya.

(2] Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini * mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar sctap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupal ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka |
pada tanggal § Febwan  og1g
BUPATI SOLOK,

i

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal % Febuan 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

i

ASWIRMAN
EERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR &5



LANMPIEAN

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 FEBRUAR) opi1s

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2018

1

NO. NAMA NAGARI _ | PAGU DANA DESA (Rp)
1 2 3
| KECAMATAN PANTAI CERMIN =
LOLO | 830 358,000.00 |
2 |surian 1,361,029,000.00
~ | KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
3 | ALAHAN PANJANG 1,079,557,000.00
4 | SUNGAI NANAM 1,203,382,000.00
5 | SALIMPAT 879.173,000.00
" 6 | AIE DINGIN 1.051,301,000.00
~ |KECAMATAN PAYUNG SEKAKI =
SUPAYANG 791.917,000.00
SIRUKAM 755,372,000.00
ATE LUO 721,117,000.00
| KECAMATAN LEMBANG JAYA
10 | BATU BANYAK '  783,661,000.00
11 | BATU BAJANJANG 780,056,000.00
12 | KOTO LAWEH &76,089,000.00
13 | LIMAU LUNGGO 764,817,000.00
14 | KOTO GADANG KOTO ANAU 1,288,378,000.00
15 | SELAYO TANANG B. SILEH 775,917,000.00
- | KECAMATAN GUNUNG TALANG
16 | cuPAK 877 514,000.00
17 | TALANG 792,716,000.00
18 | KOTO GADANG GUGUAK 765,356,000.00
19 | JAWI JAWI 732,475,000.00
20 | SUNGAI JANIAH 714,084,000.00
21 | BATANG BARUS 602,495,000.00
| 20 | AIE BATUMBUAK 866,756,000.00 |

il



2

3

23 | KOTO GAEK GUGUK 586.768,000.00
KECAMATAN BUKIT SUNDI
| 24 | MUARO PANEH 878,289,000.00
35 | KINARI 226.056,000.00 |
26 | BUKIT TANDANG 704,773,000.00
27 | PARAMBAHAN D 579.646,000.00 |
328 | DILAM | 754,490,000,00
" | KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI 3
29 | TARUANG-TARUANG : 759,392,000.00
| 30 | SIARO-ARO 747.350,000.00 |
31 | PIANGGU 767,506,000.00
| 32 | SUNGAI DURIAN 685,680,000.00
33 | BUKIK BAIS 693,136,000.00
34 | SUNGAI JAMBUR 693,1332,000.00
| 35 | GUGUAK SARAI 731,232,000.00
36 | KOTO LAWEH 753.393,000.00 |
a7 |INDUDUR 724,331,000.00
| KECAMATAN KUBUNG |
38 | KOTO BARU 877,034,000.00 |
39 | SELAYO 873,514,000.00
| a0 | PANYAKALAN 707,276,000.00
41 | GAUNG 699,646,000.00
47 | GANTUANG CIRI §15,016,000.00
43 | SAOK LAWEH 746,087,000.00 |
44 | KOTO HILALANG 766,649,000.00
45 | TANJUNG BINGKUNG 737,595,000.00
" | KECAMATAN X KOTO SINGKARAK
46 | SUMANI 716,842,000.00
47 | TIKALAK 680,649,000,00
48 | KOTO SANI 919,467,000.00
49 | SINGKARAK 740,911,000.00
50 | ARIPAN 738.559,000.00
51 |KACANG 757,601,000.00
=3 | TANJUNG ALAI 779.590,000.00
53 | SANIANCG BAKA R e

7 2l el



1 2 3
KECAMATAN X KOTO DIATAS
54 | SULIT AIR 978,424.000.00 |
55 | TANJUNG BALIK 792,227,000.00
56 | PANINJAUAN 757,760,000.00
57 | KUNCIR =& 693,409,000.00
58 | KATIALO 769,196,000.00
59 | PASILIHAN 734,443,000.00
60 | BUKIT KANDUANG 717,096,000.00
61 | SIBARAMBANG 801,565,000.00
62 | LABUH PANJANG 713,140,000.00
KECAMATAN JUNJUNG SIRIH
63 | PANINGGAHAN 1,068,623,000.00
= 711,873,000.00

04

MUARO PINGAI

KECAMATAN HILIRAN GUMANTI

65 | TALANG BABUNGO 1,056,412,000.00
66 | SARIAK ALAHAN TIGO 1,488,933,000.00
67 | SUNGAI ABU 1,336,332,000.00
| KECAMATAN TIGO LURAH |
63 | RANGKIANG LULUIH 872,040,000.00
69 | BATU BAJANJANG 1,061,995,000.00
70 | GARABAK DATA 1,475,473,000.00
71 | TANJUNG BALIK SUMISO 873,224,000.00
72 | SIMANAU 744,866,000.00
KECAMATAN DANAU KEMBAR
73 | SIMPANG TJ. NAN IV 1,102,163,000.00
74 | KAMPUNG BATU DALAM 1,086,766,000.00

TOTAL

62,971,507,000.00

BUPATI SOLOK,

it

GUSMAL



